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Abstract

This research was conducted to analyze human resource development in the Procurement
of Goods and Services Section of the Regional Secretariat of Aceh Tengah Regency. The
problem identified in this study is the low performance of employees, which is evident from
their abilities and levels of discipline within the Goods and Services Procurement Section of
the Aceh Tengah Regency Secretariat. The research method is descriptive qualitative,
utilizing documentation and interviews as research instruments. The results indicate that
human resource development in the procurement of goods and services has yet to be
consistently implemented. This is evidenced by the fact that only employees meeting
government-mandated education and training requirements for goods and services
procurement are afforded development opportunities. While efforts have been made in this
regard, they have yet to be uniformly applied. One contributing factor is the restriction of
human resource development efforts to employees possessing the requisite goods and
services procurement certification, as stipulated by government policies. Consequently,
despite some progress, the distribution of developmental opportunities remains unequal. In
light of these findings, it is recommended that the Goods and Services Procurement
Department provide uniform training to all employees, thereby eliminating discrepancies in
skill levels. Additionally, there is a need to enhance the competence of each employee through
both formal and informal education and training initiatives, to enhance overall employee
performance and organizational effectiveness.

Keywords: Employee Development, Education and Training

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan sumber daya manusia pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Permasalahan pada penelitian ini adalah masih rendahnya kinerja pegawai dilihat dari
kemampuan serta tingkat disiplin pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,
dengan instrumen penelitian yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia pada bagian pengadaan
barang dan jasa belum berjalan secara merata. Hal ini dapat dilihat bahwa pegawai yang
diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya pada pegawai yang
telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa berdasarkan faktor
kebijaksanaan pemerintah. Berdasarkan faktor ini, upaya pengembangan sumber daya
manusia juga telah dilakukan dengan baik walaupun belum secara merata. Hal ini
disebabkan hanya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang
mengikuti pengembangan sumber daya manusia terhadap kebijaksanaan pemerintah.
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Terkait hal tersebut, saran dari penelitian ini adalah bagian pengadaan barang dan jasa
harus memberi pelatihan terhadap seluruh pegawai secara merata sehingga tidak terjadi
ketimpangan kemampuan antar pegawai. Kemudian, perlu adanya peningkatan
kompetensi bagi setiap pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal
maupun informal, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi.
Kata Kunci: Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan

1. Pendahuluan

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor yang paling
penting dalam upaya untuk mencapai tujuan kerja yang efektif dan efisien (Kalangi, 2015;
Loegreid & Wise, 2007; Poernomo & Mursyidah, 2023; Rasul & Rogger, 2018). Sumber daya ASN
adalah penggerak dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan segala aktivitas pemerintahan
(AlAmri & Alyafi, 2017; Laegreid & Wise, 2015; Putri & Antoni, 2021). Oleh sebab itu, sumber
daya ASN selaku subjek ataupun pelaksana kegiatan harus memiliki keterampilan serta
kemampuan yang baik dan relevan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan
agar sistem pemerintahan berjalan sebaik-baiknya (Rivai et al., 2022; Riwukore et al., 2021;
Rizki et al., 2023; van Deursen & van Dijk, 2010).

Untuk dapat meningkatkan kinerja ASN pada organisasi pemerintah yang merupakan
salah satu unsur paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan, ASN dituntut untuk
dapat bekerja secara profesional, beretika, sopan santun yang baik dan bermoral serta bersih
dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan kelancaran pemerintahan dan
pembangunan daerah (Junus et al., 2022; Lauzikas & Miliuté, 2019; MT & Nurjaman, 2024;
Syamsir, 2016). Keberhasilan organisasi, baik besar ataupun kecil, ditentukan oleh kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dibebankan,
mulai dari merencanakan, implementasi serta pengedalian (Bezes & Lodge, 2015; Hambali &
Zahro, 2023; Lubis, 2019; Ohemeng et al., 2018).

Dalam melaksanakan tugas pokok di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang begitu
kompleks, ASN di tuntut untuk bekerja dengan sangat produktif dan memiliki kemampuan
tentang teknologi informasi (Husein & Ma’'mun, 2022; Nekwek, 2022). Seorang staf pengadaan
barang dan jasa harus memiliki aspek terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan
pengadaan barang dan jasa. Demikian pula, seorang staf harus memiliki sikap loyal serta jujur,
integritas yang kuat, dan harus cakap dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar (Andrews
& Ashworth, 2015; Kurniawan et al., 2023).

Setiap pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Salah satu caranya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan barang dan

jasa. Dalam melaksanakan pekerjaan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
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Kabupaten Aceh Tengah, tugas pokok ASN yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan keterampilan dan pengetahuan dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan
dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, ataupun bimbingan teknik yang terkait dengan
pengadaan barang dan jasa. Adapun jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan di Sekretariat Daerah kabupaten Aceh Tengah

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai yang Pernah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

. Jumlah Jumlah Pegawai pada Bagian
No. Uraian -
Pegawai Pengadaan Barang dan Jasa

1 Pegawai yang memiliki sertifikat Layanan 9 3

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan
2 . . 23 3

pelatihan pengadaan barang dan jasa.
3 Pegawai yang tidak pernah mengikuti pendidikan 56 5

dan pelatihan pengadaan barang dan jasa
Sumber: Unit Layanan Pengadaan Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
secara umum di Sekretariat Daerah masih sangat sedikit yaitu 23 orang. Sedangkan yang
memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa hanya 9 orang. Demikian juga, pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki kemampuan terhadap pengadaan barang dan jasa
sebanyak 3 orang. Selebihnya, masih terdapat pegawai yang sama sekali tidak pernah
mengikuti pelatihan teknis terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pengembangan pegawai di Sekretariat Daerah,
terutama pada Bagian Pengadaan barang dan Jasa, belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini
menyebabkan kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menemui banyak
kendala dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari, mulai dari kurangnya pengetahuan dan
keahlian tentang pengadaan barang dan jasa sampai pada kurangnya rasa tanggung jawab
dalam pelaksanaan tugas. Kurangnya tingkat pemahaman terhadap suatu pekerjaan yang
dilakukan dapat berakibat menurunnya kinerja suatu organisasi apalagi hal ini menyangkut
dengan pengadaan barang dan jasa yang sangat sensitif di pemerintahan karena bisa
berdampak pada permasalahan hukum, seperti kesalahan dalam proses lelang, kesalahan
prosedur pengadaan barang dan jasa serta hal hal lain yang berkaitan dengan pengadaan
barang dan jasa. Peningkatan kemampuan pegawai yang di dapat melalui pendidikan dan
pelatihan sangat bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi itu
sendiri, oleh sebab itu kebutuhan pegawai yang memahami pengetahuan pengadaan barang

dan jasa seperti yang tersaji pada Tabel 1 di atas masih sangat kurang dari segi kuantitas untuk
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melakukan pekerjaan di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diketahui sudah melakukan upaya dengan
melakukan pendekatan ke setiap pegawai untuk memberikan arahan, masukan serta motivasi.
Kepada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa
yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja setiap pegawai, Seharusnya setiap pegawai
Sekretariat Daerah, terutama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki sikap yang
profesional dan tanggap, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang pengadaan
barang dan jasa terutama pada saat ini pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara
elektronik.

Notoadmodjo (2019) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah hal yang
berbeda. Pendidikan merupakan suatu hal yang dipersiapkan oleh suatu organisasi, sedangkan
pelatihan merupakan peningkatan kemampuan SDM ketika karyawan sudah menduduki suatu
jabatan. Kinerja ASN merupakan kemampuan atau suatu cara untuk menghasilkan suatu
pekerjaan. Kinerja dilihat berdasarkan kualitas kerja, keterampilan dan tanggung jawab (Miao
etal, 2019).

Sule dan Wahyuningtyas (2016) menjelaskan elemen-elemen manajemen talenta yaitu
menarik talenta, mengembangkan talenta dan mempertahankan talenta. Handoko (2005)
mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM terdiri atas
dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari: 1) misi dan tujuan organisasi, dan 2) jenis
teknologi yang digunakan, dan faktor eksternal yang terdiri dari: 1) kebijaksanaan pemerintah,
dan 2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan, maka
tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengembangan SDM dalam upaya
meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah. Secara khusus, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang
menghambat dan mendukung pengembangan SDM dalam meningkatkan kinerja pegawai pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan
menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan SDM dalam meningkatkan
kualitas SDM pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah.

2. Metode
Nazir (2013) menjelaskan bahwa desain penelitian merupakan seluruh proses pada

saat penelitian dilakukan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan penelitian.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana jenis penelitian yang
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2012).
Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sifat
penelitian deskriptif mernpunyai tujuan utama membuat gambaran tentang suatu keadaan
secara objektif, guna memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.
Penelitian ini khusus menempatkan diri pada permasalahan pengembangan SDM di Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Data sekunder
diperoleh dari dokumen seperti sertifikat pengadaan barang dan jasa para pegawai, peraturan
perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah
daerah, dan surat keputusan kepala daerah tentang pajabat pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

Dalam menentukan key informant, teknik sampling yang digunakan yaitu purposive
sampling. Menurut Sugiyono (2018), purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan
suatu pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan purposive sampling dikarenakan tidak semua
sampel memiliki kriteria sesuai dengan kriteria yang akan diteliti. Adapun kriteria yang harus
dipenuhi dan yang menjadi informan kunci, yaitu:

1) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah,

2) Para asisten di Sekterariat Daerah dan Kepala BPKSDM Kabupaten Aceh Tengah,
3) Tiga Kepala Bagian di Sekretariat Daerah,

4) Tiga staf fungsional Badan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah, dan
5) Lima staf Sekretariat Daerah kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya, instrumen penelitian sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono (2018)
adalah alat yang digunakan dalam mengamati fenomena alam maupun sosial. Instrumen
penelitian dapat diartikan juga sebagai suatu alat bantu ataupun fasilitas yang digunakan dalam
penelitian agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun

pedoman dari instrumen penelitian ini adalah wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Proses Pengembangan SDM pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, pengembangan kemampuan pegawai di
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di Sekretariat Daerah, telah dilaksanakan
dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan anggaran yang disediakan bagi ASN

untuk melanjutkan pendidikan baik S-1, S-2 maupun S-3. Besaran anggaran yang disediakan
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sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Beasiswa Pendidikan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2021-2023

No. Pendidikan T.A.2021 T.A. 2022 T.A.2023
S1 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
2 S2 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000
S3 Rp 260.000.000 Rp 260.000.000 Rp 260.000.000

Sumber: BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah 2023

Untuk dapat mengikuti berbagai pendidikan yang dilaksanakan baik oleh lembaga
pemerintah maupun lembaga resmi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
pegawai pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, adalah dengan menyediakan anggaran bagi
pegawai untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan tersebut. Sebagaimana
diungkapkan oleh Handoko (2005), tujuan dari program pelatihan adalah untuk menutup gap
antara kecakapan dan kemampuan pegawai dengan kebutuhan jabatan, serta meningkatkan
efisiensi dalam pekerjaan. Jumlah anggaran pendidikan dan pelatihan dalam tiga tahun terakhir

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2021-2023

No. Tahun Anggaran

1 2021 Rp 132.000.000
2 2022 Rp 156.000.000
3 2023 Rp 37.000.000

Sumber: Unit Layanan Pengadaan Tahun 2024

Kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dilihat berdasarkan kualitas
kerja memiliki beberapa indikator, seperti penyelesaian kerja tepat waktu, pelayanan yang
baik, tanggung jawab serta keefektifan dalam bekerja. sebagaimana pernyataan Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa yang mengemukakan bahwa kualitas kerja pegawai dinilai
berdasarkan penyelesaian pekerjaan dengan ketelitian, pelayanan yang baik dan tanggung
jawab, serta produktivitas kerja diketahui kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dari aspek kualitas kerja dinilai sangat

memuaskan

Hal ini sesuai dengan Sedarmayanti (2015) bahwa kualitas kerja merupakan beban
kerja yang diberikan kepada pegawai tersebut dan mampu melaksanakannya dengan benar

hingga pekerjaanya itu selesai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kualitas kerja dilihat berdasarkan
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penyelesaian kerja yang tepat waktu dan penuh ketelitian, pelayanan yang baik dan tanggung
jawab, serta produktif.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan infromasi bahwa pekerjaan pada Bagian
Pengadaan Barang dan jasa sangat berat dan membutuhkan kemampuan serta keterampilan
yang khusus sesuai dengan bidang pekerjaan. Kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang
dan jasa berdasarkan definisi kualitas kerja menurut Sedarmayanti (2015) diatas, maka dapat
dinyatakan bahwa kinerja para pegawai pengadaan barang dan jasa sudah sangat memuaskan.
Kinerja pegawai yang baik dan sangat memuaskan dapat tercapai dikarenakan pejabat

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaan.

Sehubungan adanya temuan sementara dengan tidak ditemukannya pegawai pada saat
jam Kerja, klarifikasi dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan
barang dan jasa adalah banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di dalam kantor, dan juga
sebagian pejabat sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Demikian pula,
sehubungan dengan tidak adanya pejabat pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa
mengerjakan pekerjaan di dalam kantor adalah dengan tujuan untuk menghindari pertemuan
dengan para peserta lelang pekerjaan sehingga transparansi dan akuntabilitas pengadaan
barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan.

Wahyudi (2002) menjelaskan keterampilan merupakan suatu keahlian yang diperoleh
ketika melaksanakan pekerjaan, dan akan berdampak pada kualitas pekerjaan. Berdasarkan
hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua pegawai memiliki keterampilan yang sama. Hal
ini didasarkan bahwa tidak semua pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti
berbagai Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan pegawai.

3.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengembangan SDM pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

3.2.1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan organisasi Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah mewujudkan pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan azas
keterbukaan informasi sesuai dengan tata nilai pengadaan. Salah satu tujuan organisasi adalah
mengembangkan SDM yang andal dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan tentu

membutuhkan SDM yang terampil dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, setiap pegawai yang
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ada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa harus memiliki kemampuan dan keterampilan,
baik diperoleh melalui pengembangan dengan mengikuti berbagai bimbingan teknis maupun

melalui pendidikan dan pelatihan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah
melaksanakan pengembangan pegawai sesuai dengan tujuan dan misi organisasi. Peningkatan
kemampuan pengetahuan pegawai tidak terbatas hanya pada pejabat yang mengelola
pengadaan barang dan jasa, namun juga seluruh staf yang ada pada Bagian Pengadaan barang
dan Jasa. Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki kompetensi diberikan
kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, dan diharapkan
mampu lulus dan mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Namun,
kenyataannya tidak semua staf dapatlulus dan mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan

jasa tersebut.

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa
hanya diberikan satu kali hingga lulus ujian. Namun, bagi pegawai yang ingin mengikuti ujian
berikutnya segala beban biaya dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan. Hal inilah yang
menyebabkan kinerja pegawai dilihat dari kemampuan pegawai masih tidak merata. Namun
pelaksanaan tujuan dan misi organisasi telah dilaksanakan dengan baik yaitu memberikan
kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuan.

3.2.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan SDM pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah kebijaksanaan pemerintah.
Kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini sehubungan dengan peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan. Terkait dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa
yang selalu berubah-ubah sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, untuk melakukan penyesuaian diperlukan
bimbingan teknis terhadap pegawai yang mengelola atau pejabat pengadaan barang dan jasa.

Pejabat pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang telah lulus dan mendapatkan
sertifikat pengadaan barang dan jasa. Berbagai diklat yang bertujuan dalam penyesuaian
kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa hanya boleh diikuti oleh pejabat
yang telah memiliki sertifikat. Hal ini menyebabkan kemampuan pegawai menjadi sangat
timpang antara pegawai atau staf biasa dengan pejabat pengadaan barang dan jasa.
Ketimpangan ini disebabkan oleh prioritas yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang
dan jasa yang terdiri dari 5 orang saja termasuk ketua yang mengikuti perubahan atas

kebijaksanaan pemerintah.
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Faktor eksternal berikutnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi
turut serta mempengaruhi cara kerja birokrasi pemerintah, tak terkecuali pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini tercermin
dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang
dan jasa secara elektronik yang mengharuskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik mengharuskan setiap
pegawai yang ada untuk tidak hanya mampu dalam mengoperasikan komputer, namun juga
mampu dalam menyusun dan mengolah berbagai informasi secara elektronik. Faktor eksternal
ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan SDM di bagian Pengadaan
Barang dan jasa. Setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan setiap tahap proses
pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang tersaji di dalam sebuah sistem informasi
mulai dari proses pendaftaran perusahaan hingga pada proses penetapan penyedia barang dan

jasa pemerintah.

3.3. Upaya Pelaksanaan Pengembangan SDM pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Upaya pengembangan SDM pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan mengikutsertakan pegawai dan staf dalam pendidikan
dan pelatihan. Notoadmodjo (2019) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan
suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan manusia baik secara intelektual maupun
kepribadian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses pengembangan SDM sudah
berjalan dengan baik. Diketahui bahwa setiap pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa
pemerintah agar memperoleh sertifikat kelulusan. Walaupun kesempatan ini hanya diberikan
sekali bagi setiap pegawai dan untuk yang belum lulus diharuskan mengikuti pelatihan secara
mandiri.

Bagi pegawai yang telah ditetapkan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa
diharuskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk
penyesuaian berbagai kebijakan pemerintah sehingga kemampuan pejabat tersebut dapat
meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Terkait hal ini sebagaimana yang di
jelaskan oleh Notoadmodjo (2019), yaitu: 1) Pelatihan sebelum menjalankan pekerjaan. Dalam
hal ini yaitu pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Mengikuti pendidikan dan

pelatihan ini wajib bagi pegawai yang akan menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa. Tanpa
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ada diklat ini pegawai tidak akan bisa menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa. 2)
Pendidikan dan pelatihan setelah menjalankan tugas. Pendidikan dan pelatihan ini
dilaksanakan setelah pegawai menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa. Pendidikan dan
pelatihan yang dilakukan berkaitan dengan perubahan-perubahan kebijakan pengadaan
barang dan jasa. Sementara itu, pegawai yang tidak menjadi pejabat tidak mengikuti pelatihan

ini.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengembangan SDM dalam
meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, maka kesimpulannya yaitu Pengembangan SDM dalam usaha
meningkatkan kinerja pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan belum sepenuhnya berjalan secara merata. Pengembangan
SDM hanya diberikan kepada para pejabat pengadaan barang dan jasa, serta yang telah lulus
terhadap pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa saja. Sementara bagi yang
belum lulus tidak mendapat pengembangan lebih lanjut sampai pegawai memperoleh sertifikat

pengadaan barang dan jasa.

Faktor pendukung pengembangan SDM adalah tersedianya anggaran yang cukup
memadai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, faktor penghambat
pengembangan SDM adalah kebijaksanaan pemerintah yang sering berubah dan berganti
dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa dimana mengharuskan setiap pegawai dan
pejabat pengadaan barang dan jasa untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan
melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan pendidikan dan pelatihan hanya dibatasi pada
pejabat pengadaan yang telah lulus sertifikasi saja. Upaya pengembangan pegawai diketahui
yaitu dengan mengikutsertakan setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengadaan barang dan jasa, serta mengikutsertakan setiap pegawai yang telah menjadi pejabat
pengadaan maupun yang telah lulus pengadaan barang dan jasa untuk mengikuti pendidikan

dan pelatihan terhadap berbagai pengelolaan barang dan jasa.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran dari peneliti adalah sebagai
berikut: 1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah, disarankan selain mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan
dan pelatihan yang wajib, juga memfasilitasi pegawai yang belum lulus hingga mendapatkan
sertifikat kelulusan agar kemampuan pegawai pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dapat

merata. 2) Disarankan sebaiknya pejabat yang telah mengikuti bimbingan teknologi yang
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berkaitan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dapat memberikan ilmu kepada
seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Aceh
Tengah. 3) Selain memfasilitasi setiap pegawai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan
hingga lulus, disarankan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga mengikutsertakan setiap
pegawai pada diklat yang berhubungan dengan pengelolaan barang dan jasa sehingga

ketimpangan kemampuan dapat diminimalisasi.
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